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BUPATI TABALONG

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/30//2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN TARGET JUMLAH WARGA NEGARA DAN MUTU
MINIMAL LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

S'}

KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025
BUPATI TABALONG,

bahwa terdapat perubahan kondisi dan/atau kebijakan yang
berdampak terhadap ketidakmungkinan pencapaian target
standar pelavanan minimal sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/94/2025 tentang
Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal
Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten
Tabalong Tahun 2025;

bahwa perubahan tersebut meliputi perubahan kebyakan
keuangan daerah, kejadian luar biasa seperti bencana alam
dan non-alam, perubahan data kependudukan, serta dinamika
sosial dan ekonomi masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan
Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan
Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Tabalong
Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat [l Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868);

Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1619);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Repubilik Indonesia Tahun
2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Kebudavaan
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelavanan
Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 204);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2024 Nomor 9);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan. Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Penerapan Standar Pelavanan Minimal (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 35);
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23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita
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Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomoi 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Perubahan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu
Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan jenis layanan, kode
aplikasi e-SPM, indikator kinerja, satuan, besaran jumlah warga
negara vang berhak dan target jumlah warga negara vang menjadi
prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Perubahan target sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
meliputi penyesuaian pada target mutu layanan minimal
berdasarkan justifikasi kondisi objektif tahun berjalan.

Perubahan target sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
diberlakukan kepada Perangkat Daerah pengampu urusan wajib
pelayanan dasar untuk disesuaikan dalam perencanaan dan

penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025.

Perubahan target sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
berdasarkan pertimbangan salah satu atau beberapa hal berikut:
a. penyesuaian kebijakan keuangan daerah;
b. kejadian bencana, kejadian luar biasa, kebakaran, dan
penegakan hukum:
c. perubahan jumlah penduduk akibat kematian, pindah domisili,
atau keguguran;
d. perubahan kondisi ekonomi warga negara yang berdampak
pada layanan;
e. hasil evaluasi kinerja perangkat daerah terkait:dan/atau
f. perubahan akibat perjanjian kerja sama.

Perangkat Daerah pengampu wajib melakukan penyesuaian capaian
target berdasarkan Lampiran Keputusan ini dan menyampaikan
laporan pelaksanaan serta hasil pemantauan secara berkala kepada
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah,
Inspektorat Daerah, dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Tabalong.

Pelaksanaan perubahan target sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU menjadi bagian dari evaluasi kinerja kepala
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan Keputusan Bupati Tabalong sebelumnya.

Segala biaya vang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
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KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung .
pada tanggal 23 g”qum

BUPATI TABALONG,

KA® Ul ' MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Kcpala SKPD pengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar;
2. Anggota Tim Penerapan SPM yang bersangkutan.




